
BUPATI KARAWJING

PROVIINSI UAWA BARAT

PBRATURAII BUPATI KARAWAING
NOMOR  67  TAHUN 2019

TENTANG

pEDOMAli pERIALAmAIN DIINA.s DALAM INBG.ERI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAII KABUPATEN KARAWANG

DENGAnl RAHliaAT TUHAm YANG MAHA ESA

BUPATI KARAW.ING,

Menimbang   :   a.      bahwa  dalam  rangka  mel€iksanakan  perjalanan  dinas  dalam
negeri dapat dilaksanakan :secaLra lebih tertib, erisien, ekonomis,
efektif,    transparan    dan    bertanggungjawab    sesuai    dengan
kebutuhan  nyata  dan  memenuhi  kaidah-kaidah  pengelolaan
keuangan    daerah,    perlu    mengatur    ketentuan    mengenai
peljalanan   dinas   bagi   B`ipati/Wakil   Bupati,   Pimpinan   dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil
dan  Pegawai  Tidak  Tetap  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah
Kabupaten Karawang;

C.

Men8in8at

bahwa   berdasarkan   pertimbangan    sebagaimana   dimaksud
dalam  huruf a,  perlu menetapkan  Peraturan Bupati Karawang
tentang Pedoman Perjalan€in Dinas Dalam Negeri di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabup€iten Karawang;

1.      Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1950  tentang  Pembentukan
Daerah-daerah  Kabupateri.  Dalam  Lingkungan  Propinsi  Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  1950  Nomor 8)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  4
Tahun  1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten  Subang  dengan  mengubah  Undang-Undang  Nomor
14     Tahun     1950     tent,`ing     Pembentukan     Daerah-daerah
Kabupaten  dalam  Lingkuiigan  Propinsi Jawa Barat  (Lembaran`
Negara  Republik  lndonesi;a. Tahun  1968  Nomor  31,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.     Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2003   tentang   Keuangan
Negara   (Lembaran   Nega]a   Republik   Indonesia   Tahun   2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286);



3.

4.

Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2004
Nomor   5,   Tambahan   Leml]aran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab  Keuangan Negara  (Lembaran
Negara  Republik Indonesia 'I`ahun  2004  Nomor 66,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5.      Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil
Negara   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014
Nomor   6,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 5494);

6. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2014
Nomor  244,  Tambahan  Le]nbaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  5587)  sebagaimana  telah diubah  beberapa kali terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor    9    Tahun    2015    tentang
Perubahan Kedua Atas Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang   Pemerintahan   D?.erah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7.      Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi
Pemerintahan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun
2014    Nomor    292,    TambahaLn    Lembaran    Negara    Repubik
Indonesia Nomor 5601);

8.      Peraturan     Pemerintah    Nomor    24    Tahun    2004     tentang
Kedudukan  Protokoler  dan  Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004  Nomor 90, Tambahan liembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4416)   sebagaimana  telah  diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun    2007    tentang    Perubahan    Ketiga    atas    Peraturan
Pemerintah    Nomor    24    'I`ahun    2004    tentang    Kedudukan
Protokoler   dan    Keuangan    Pimpinan    dan   Anggota   Dewan
Perwakilan     Rakyat    Daerah     (Lembaran     Negara    Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

9.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    27    Tahun    2014    tentang
Pengelolaan   Barang   Milik   Negara/Daerah   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun '2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10.   Peraturan    Pemerintah    Nomor     11     Tahun    2017    tentang
Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);  I

11.   Peraturan   Pemerintah   N(>mor   18   Tahun   2017   tentang   Hak
Keuangan   dan   Administi.atif  Pimpinan   dan   Anggota   Dewan
Perwakilan     Rakyat    Daerah     (Lembaran     Negara    Republik
Indonesia Tahun 2017 Nolnor 106, Tambahan Lembaran Negara.
Republik Indonesia Nomoi  6057);



12.   Peraturan     Pemerintah     Nomor     12     Tahun     2019     tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomcir 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6{}22);

13.   Peraturan  Presiden  Nomor  16 Tahun  2018  tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

14.   Peraturan Menteri Dalam N€'geri Nomor  13 Tahun 2006 tentang
Pedoman   Pengelolaan   Keu€ingan   Daerah   sebagaimana   telah
diubah beberapa kali, terakr`ir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Peraturan Menteri Dalam Nc:geri Nomor  13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuar gan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011  Nom()r 310);

15.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor  113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan  Dinas  Dalam  Negeri  Bagi  Pejabat  Negara,  Pegawai
Negeri dan PPPK;

16.   Peraturan Daerah Kabupatfm Karawang Nomor  14 Tahun 2016
tentang    Pembentukan    Dan    Susunan    Perangkat    Daerah
Kabupaten  Karawang (Leml)aran  Daerah  Kabupaten  Karawang
Tahun 2016 Nomor  14);

17.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  1  Tahun  2017
tentang   Pengelolaan   Keu€ingan    Daerah    (Lembaran   Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor  1);

18.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  8  Tahun  2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat [laerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2017 Norrior 8) .

MEMUTUSRAN:

Menetapkan  :   PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PBDOMAN  PERIALANAN  DINAS
DALAM   NBGERI   DI   LINGKUNGAN   PEMBRINTAII   KABUPATEN
KARAWAING.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.      Perjalanan  Dinas  Dalam  Negeri  yang  seLanjutnya  disebut  Perjalanan  Dinas

adalah  perjalanan ke  luar tempat kedudukan yang dilakukan  dalam wilayah
Republik Indonesia untuk kepentingan da{3rah.

2.      Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Karawang.
3.     Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah

Kabupaten Karawang.
4.     Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disiiigkat pNs adalah setiap warga negara

Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh
pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundanga.n-
undangan yang berlaku.
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5.

6.

7.

8.

9.

Pegawai  Tidak  Tetap  yang  selanjutnya  dig,ingkat  Pin  adalah  Pegawai  yang
diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan
daerah   yang   bersifat   teknis   profesional   dan   administrasi   sesuai   dengan
kebutuhan dan kemampuan organisasi.
Perjalanan   I)inas   Jabatan   adalah   Perjal€inan   Dinas   melewati   batas   kota
dan/atau   dalam   kota   dari   tempat   kedudukan   ke   tempat   yang   dituju,
melaksanakan  tugas,  dan  kembali  ke  tenipat  kedudukan  semula  di  dalam
negeri.

Perjalanan Dinas Pindah adalah peljalanan dinas dari tempat kedudukan yang
lama  ke  tempat  kedudukan yang  baru  berdasarkan  keputusan  pindah  yang
ditetapkan   oleh   pejabat   yang   berwenang   sesuai   peraturan   perundang-
undangan.
PerjalananDinasJabatan/Pindahyangmelewatibataskotaselanjutnyadisebut
Perjalanan Dinas Luar Daerah.
Perjalanan  Dinas  Jabatan/Pindah  yang  tlilaksanakan  di  dalam  batas  kota
selanjutnya disebut Peljalanan Dinas Dalaln Daerah.

10.   Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Siituan Kerja Perangkat Daerah.
11.   Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang nienjadi tujuan Peljalanan Dinas.
12.   Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kot€L tujuan pindah.
13.   Kota adalah kabupaten/kota pembagian wilayah administratif.
14.   Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disngkat  APBD

adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemc.rintahan  daerah  yang  dibahas  dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerar.I dan DPRD,  dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

15.   Satuan   Kerja   Perangka.t   Daerah   yang   €ielanjutnya   disingkat   SKPD   adalah
perangkat daerah pada pemerintah daeran selaku pengguna anggaran/ barang.

16.   Pengguna Anggaran  yang  selanjutnya  disiingkat  PA  adalah  pejabat  pemegang
kewenangan  penggunaan  anggaran  untuk  melaksanakan  tugas  pokok  dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

17.   Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi    kuasa    untuk    melaksanakan    sebagian    kewenangan    PA    dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

18.   Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
adalah   dokumen   yang   memuat   belanja   yang   digunakan   sebagai   dasar
pelaksanaan anggaran oleh PA.

19.   Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
diterbithan  oleh  PA/KPA  dalam  rangka  pelaksanaan  Perjalanan  Dinas  bagi
Kepala Daerah/Wakil  Kepala Daerah,  Pimpinan  dan Anggota  DPRD,  PNS  dan
PIT.

20.   Pelaksana  SPD  adalah  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah,  Pimpinan  dan
Anggota DPRD, PNS dan PIT yang melaksanakan perialanan dinas.

21.   Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-
calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

22.   Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang
sah.

23.   Perhitungan   Rampung   adalah   perhitungan   biaya   Perjalanan   Dinas   yang
dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
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24.   Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam
jumlah   tertentu   yang   diberikan   kepada   Bendahara   Pengeluaran   untuk
membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin
dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

25.   Standar    Harga    adalah    satuan    biaya   yang    ditetapkan    sebagai    acuan
penghilungan kcbutuhan anggaran dalarn Rencana Keja dan Anggaran SKPD,
baik berupa Standar Harga Masukan maupun Standar Harga Keluaran.

BAB 11

RUANG LINGKUP PERIAliANAN DINAS

Pa8al 2

( 1)    Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS,
dan PIT yang dibebankan pada APBD.

(2)     Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), meliputi:
a.     Perjalanan Dinas Jabatan; dan
b.      Peljalanan Dinas pindah.

(3)    PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk calon PNS.

FAB Ill
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan mempei-hatikan prinsip sebagai berikut:
a.      selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta

berkaitan dengan penyelenggaraan Pemeri ntahan Daerah;
b.

C.

d.

(1)

efektif,   yaitu   pelaksanaan   anggaran   perjalanan   dinas   disesuaikan   dengan
pencapaian kinelja SKPD;
efisien, yaitu pelaksanaan anggaran peljalanan dinas dilakukan penghematan;
dan
akuntabel,    yaitu    pertanggungjawaban    pemberian    perintah    pelaksanaan
Perjalanan Dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAD IV
PERIALANAN DINA S JABATAN

Pasal 4
Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf
a, digolongkan menjadi:
a.     Perjalanan Dinas Luar Daerah;
b.     Peljalanan Dinas Dalam Daerah;
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(2)

(3)

Perjalanan  Dinas Luar Daerah  sebagaiman€i. dimaksud pada ayat (1)  huruf a,
meliputi perjalanan dinas dalam negeri.
Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi perjalanan dinas di wilayah:

a.     Kabupaten Karawang;
b.      KotaBekasi;

c.      Kabupaten Bekasi;
d.     Kabupaten purwakarta.

(4)    Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimalla dimaksud ayat (3) terdiri atas:
a.      Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
b.     Perjalanan Dinas yang dilaksanakan s€mpai dengan 8 (delapan) jam.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rant;ka:
a.     pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat padajabatan;
b.     mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
c.      menempuh ujian dinas/ujianjabatan;
d.     memperoleh     pengobatan     berdasarkan     surat     keterangan     dokter    yang

berkompeten;
e.      memperoleh pengobatan berdasarkan sural: keterangan dokter karena mendapat

cedera pada waktu/ karena melakukan tugas;
f.       mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;

9.      mengikuti pendidikan dan pelatihan;
h.     menjemput/mengantarkan   ke   tempat    pemakaman   jenazah   Bupati/Wakil

Bupati,  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD  dari  PNS  yang  meninggal  dunia  dalam
melakukan Perjalanan Dinas; atau
menjemput/mengantarkan   ke   tempat   pemakaman   jenazah   Bupati/Wakil
Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan I.'NS yang meninggal dunia dari tempat
kedudukan yang terakhir ke kota tempat I)emakaman.

Pa8al 6
Peljalanan   Dinas  Jabatan  oleh   Pelaksa.na  SPD   dilakukan   sesuai   perintah
pejabat yang berwenang dan tertuang dalam Surat 'fugas.
Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh:
a.      Bupati untuk perjalanan Dinas Jaba[an yang dilakukan oleh Bupati/Wakil

Bupati, Sekretaris Daerah;
b.     Ketua   DPRD   untuk   Perjalanan   I]inas   Jabatan   yang   dilakukan   oleh

Pimpinan dan Anggota DPRD;
c.      Sekretaris  Daerah untuk  Peljalanan  Dinas Jabatan yang dilakukan  oleh

Kepala SKPD;

d.     Kepala   SKPD   untuk   Perjalanan   I)inas   Jabatan   yang   dilakukan   oleh
Pelaksana SPD dalam lingkup unit I:erja SKPD berkenaan.
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(3)    Sekretaris   Daerah   sebagaimana   dimaksucl   pada   ayat   (2)   huruf  c,   dapat
mendelegasikan   wewenang   penerbitan   Surat   Tugas   kepada   Asisten   pada
Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang tug:asnya dengan pertimbangan aspek
efektivitas dan erisiensi.

(4) Kepala    SKPD    sebagaimana    dimaksud    I)ada    ayat    (2)    huruf   d,    dapat
mendelegasikan wewenang penerbitan Surat Tugas kepada:
a.     Asisten pada sekretariat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
b.      Sekretaris pada Dinas, Badan, dan Kecamatan.
c.      Kepala sub Bagian Tata usaha pada K€Lntor.

d.     Kepala Bagian  Umum  pada  Sekretariat DPRD  berkenaan  dengan dengan
mempertimbangkan aspek efektivitas d a.n efisiensi.

(5)    Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada a}iat ( 1), paling sedikit mencantumkan
hal-hal sebagai berikut:

a.      Pemberitugas;
b.     Pelaksana tugas;
c.     Waktu pelaksanaan tugas;
d.     Tempat pelaksanaan tugas; dan
e.      Pembebanan biaya perjalanan Dinas (untuk perjalanan Dinas dalam daerah

yang kurang dari 8 jam).
(6)    Dalam  hal  berdasarkan  Surat  Tugas  seb;igaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),

dilakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah atau Peljalanan Dinas Dalam Daerah
yang dilaksanakan lebih dari 8  (delapan) jam,  Surat Tugas dimaksud menjadi
dasar penerbitan SPD.

(7)

(8)

Perjalanan Dinas Jabatan di dalam daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8
(delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
SPD   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (6)   dibuat   sesuai   dengan   format
sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  I.A  yang  merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)    Dalam  penerbitan  SPD,  PA/KPA  berwenang untuk  menetapkan  tingkat  biaya
Perjalanan  Dinas  dan  alat  transport  yarig  digunakan  untuk  melaksanakan
Perjalanan    Dinas    Jabatan    yang    bersa.ngkutan    dengan    memperhatikan
kepentingan serta tujuan Per].alanan Dinas; tersebut.

(2)    Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan)
jam  tanpa  penerbitan  SPD  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (5),
pembebanan biaya Peljalanan Dinas dicantumkan dalam Surat Tugas.

BABV

BIAYA PERIALANAN DINAS JABATAN

Pasal 8
(1)    Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas korrLponen-komponen sebagai berikut:

a.     uangharian;
b.      biaya transport;
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c.      biaya penginapan;
d.     uang representasi;
e.      sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
f.      biaya menjemput/mengantarjenazah.

(2)    Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a.     uangmakan;
b.     uang transport lokal; dan
c.      uangsaku.

(3)    Biaya transport sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a.     Perjalanan    dinas    dari    tempat    kecludukan    sampai    tempat    tujuan

keberangkatan      dan      kepulangan      termasuk     biaya     ke      terminal
bus/stasiun/bandara/pelabuhankeberangkatan;

b.     Retribusi   yang   dipungut   di   terminal   bus/stasiun/bandara/pelabuhan
keberangkatan dan kepulangan.

(4)    Biaya  penginapan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (I)  huruf c,  merupakan
biaya yang diperlukan untuk menginap:
a.      dihotel;atau
b.     di tempat menginap lainnya.

(5)    Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.      Pelaksana SPD diberikan biaya pengimpan sebesar 30°/o (tiga puluh persen)

dari  tarif hotel  di  kota  tempat  tujuan  atau  hotel  terdekat  sebagaimana
ditetapkan dalam standar harga;

b.     Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara
hampsum.

(6)    Uang representasi sebagaimana dimaksud I)ada ayat (1) hurufd, dapat diberikan
kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Bselon
11 selama melakukan Perjalanan Dinas.

(7)    Sewa  kendaraan  dalam  kota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  e,
hanya dapat diberikan kepada Bupati/Waldl Bupati dan Pimpinan DPRD untuk
keperluan pelaksanaan tugas di tempat tu` uan.

(8)    Sewa kendaraan  sebagaimana dimaksud I)ada ayat (7),  sudah termasuk biaya
untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

(9)    Biaya  menjemput/mengantar  jenazah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf f,  meliputi  biaya  bagi  penjemput/pengantar,  t)iaya  pemetian  dan  biaya
angkutan jenazah.

( 10)  Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabat€in  sebagaimana dimaksud pada ayat
(I),  dicantumkan  pada Rincian  Biaya Perjalanan  Dinas  sesuai  dengan  format
sebagaimana  tercantum  dalam  Lampirar.  I.8,  yang  merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pa8al 9
Biaya  Perjalanan  Dinas  Jabatan  sebagaimana  dimaksud  dalani  Pasal  8  ayat  (1),
diberikan untuk Perjalanan  Dinas Jabatan  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  4
ayat   (1)   dengan   ketentuan   sebagaimana   tercantum   dalam   Lampiran   11,   yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(I)

(2)

Pasal 10

Biaya Peljalanan Dinas Jabatan sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),
digolongkan sebagai berikut:

a.     Tingkat A untuk Bupati dan Wakil Bupati,  Pimpinan  dan Anggota DPRD
serta pejabat lainnya yang setara;

b.     Tingkat B untuk pejabat Eselon Il dan  pejabat lainnya yang sctara; dan
c.      Tingkat  C  untuk  Pejabat  Eselon  Ill/PNS  Golongan  IV,  Pejabat  Eselon

IV/PNS  Golongan  Ill,  PNS  Golongan  11  dan  I  serta  pejabat  lainnya  yang
setara.

Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dina:s sebagaimam dimaksud pada ayat
(1)  untuk  PTr  yang  melakukan  Perjalanari  Dinas  untuk  kepentingan  daerah
ditentukan  oleh  PA/KPA  sesuai  dengan  tingkat  pendidikan/kepatutan/tugas
yang bersangkutan.

(3)    Biaya peljalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), diberikan
berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1), dengan ketentuan sebagai berikut:
a.     Uang harian  dibayarkan  secara  hump,sum dan  merupakan  batas  tertinggi

sebagaimana diatur dengan Keputusa.1 Bupati mengenai Standar Harga;
b.     Biaya transport pegawai dibayarkan s.esuai dengan biaya riil berdasarkan

fasilitas   transport   sebagaimana   tercantum   dalam   Lampiran   Ill,   yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c.      Biaya  penginapan  dibayarkan  sesuai  dengan  Biaya  Riil  dan  berpedoman
pada Keputusan Bupati mengenai Sta ndaLr Harga;

d.     Uang  representasi  dibayarkan   seca].a   !ttmpsttm  dan   merupakan   batas
tertinggi  sebagaimana diatur dalam Keputusan  Bupati mengenai Standar
Harga;

e.      Sewa  kendaraan  dalam  kota  dibayarkan  sesuai  dengan  Biaya  Riil  dan
berpedoman pada Keputusan Bupati mengenai Standar Harga;
Biaya     pemetian     jenazah     terma{}uk     yang     berhubungan     dengan
pengruktian/ pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
Biaya     angkutan    jenazah     termasuk     yang     berhubungan     dengan
pengruktian/ pengurusan jenazah ditiayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Pasal Ill

(1)    Perjalanan  Dinas  Jabatan  untuk  mengikuti  rapat,  seminar,  dan  sejenisnya
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf b,  dilaksanakan  dengan  biaya
Perjalanan Dinas Jaba,tan yang ditanggun.g oleh panitia penyelenggara.

(2)    Dalam hal biaya peljalanan Dinas Jabata]i untuk mengikuti rapat, seminar, dan
sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ;ayat (1), tidak ditanggung oleh panitia
penyelenggara,  biaya  Perjalanan  Dinas  Jabatan  dimaksud  dibebankan  pada
DPA-SKPD Pelaksana SPD.

(3)    Panitia  penyelenggara  menyampaikan  pemberitahuan  mengenai  pembebanan
biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.

(4)    Rincian biaya Peljalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat,  seminar, dan
sejenisnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf b,  tercantum  dalam
Lampiran IV, yang merupakan bagian ti(lak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
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(5)    Dalam  hal  Perjalanan  Dinas Jabatan  dilakukan  secara  bersama-sama untuk
melaksanakan   suatu   kegiatan   rapat,    sc.minar,   dan   sejenisnya,    seluruh
Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/.penginapan yang sama.

(6)    Dalam hal biaya penginapan pada hotel/pcnginapan yang sama  sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (5)   lebih   tinggi   da].i   satuan   biaya   hotel/penginapan
sebagaimam diatur dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Harga,  maka
Pelaksana  SPD  menggunakan  fasilitas  kamar  dengan  biaya  terendah  pada
hotel/ penginapan dimaksud.

Pa8al 12

Dalam hal Peljalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu
paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada
Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.

Pa8al 13

(1)    Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan
dilaksanakan.

(2)    Dalam   hal   Perjalanan   Dinas   Jabatan   liarus   segera   dilaksanakan,   biaya
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud p€ida ayat ( 1 ) dapat dibayarkan setelah
Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 14

(1)    Dalam  hal jumlah  hari  Perjalanan  Dinas  Jabatan  melebihi jumlah  hari yang
ditetapkan      dalam      surat      tugas/SPD      dan      tidak      disebabkan      oleh
kesalahan/kelalaian  pelaksana  SPD  dapaL  diberikan  tambahan  uang  harian,
biaya penrinapan, uang representasi, dan Sewa kendaraan dalaln kota.

(2)    Tambahan   uang   harian,   biaya   penginapan,   uang   representasi,   dan   sewa
kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan
kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan  melampirkan dokumen
berupa:

a.     Surat      keterangan      kesalahan/kenalaian      dari      syahbandar/kepala
bandara/ perusahaan jasa transportas.i lainnya; dan/ atau

b.     Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

(3)    Berdasarkan    dokumen    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat    (2),    PA/KPA
membebankan   biaya   tambahan   uang   harian,    biaya   penginapan,   uang
representasi, dan sewa kendaraan dalam k.ota pada DPA-SKPD berkenaan.

(4)    Tambahan   uang   harian,   biaya   penginapan,   uang   representasi,   dan   sewa
kendaraan  dalam  kota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  tidak  dapat
dipertimbangkan untuk hal-hal sebagain€ina dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,
huruf e, dan huruf f.

(5)    Dalam   hal  jumlah   hari   Peljalanan   DirLas   kurang   dari  jumlah   hari   yang
ditetapkan dalam  SPD,  Pelaksana  SPD  h,iirus  mengembalikan  kelebihan uang
harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota
yang telah diterimanya kepada PA/ KPA.

(6)    Ketentuan   pengembalian   kelebihan   uang  harian,   biaya   penginapan,   uang
representasi, dan sewa kendaraan dalam k.ota sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
i.
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Pasal 15

Biaya Peljalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPD.

BAD VI

PERJALANAN DINAS PINDAII

(1)

(2)

(3)

Pasal 16

Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPI) dilakukan berdasarkan Keputusan
Pindah.

Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud |]ada ayat ( 1) diterbitkan oleh pejabat
yang bervenang sesuai ketentuan peratura a perundang-undangan.
Keputusan   Pindah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   menjadi   dasar
diterbitkannya SPD.

(4)    SPD   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3)   dibuat   sesuai   dengan   format
sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  I.A,  yang  merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pa8al 17

(1)    Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimiiksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b,
dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPD beserta keluarga yang sah.

(2)    Perjalanan Dinas pindah dilakukan dalam rangka:
a.     pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;
b.     pemulangan pNs yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun

atau  mendapat  uang  tunggu  dari  tempat  kedudukan  ke  tempat  tujuan
menetap;

c.      pemulangan keluarga yang sah dari pNs yang meninggal dunia dari tempat
tugas terakhir ke tempat tujuan menetap;

d.     pemulangan pTI` yang diberhentikan karena telah berakhir nasa kerjanya
dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam
peljanjian kerja;

e.      pemulangan keluarga yang sah dari pI'I` yang meninggal dunia dari tempat
tugas yang terakhir ke  tempat tujuan  menetap,  sepanjang diatur dalam
perjanjian kerja; atau

f.      pengembalian pNs yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke
tempat tujuan yang ditentukan untuli: dipeker]akan kembali.

(3)    Keluarga yang sah sebagaimana dimaksucl pada ayat (1), terdiri atas:
a.     isteri/suami yang sah sesuai ketentuan undang-Undang perkawinan yang

berlaku;
b.     anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang

berumur paling tinggi 25  (dua puluh lima)  tahun pada waktu berangkat,
belum pemah menikah, dan tidak mcmpunyai penghasilan sendiri;

C. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang
berumur  lebih  dari  25  (dua  puluh  lima)   tahun,  yang  menurut  surat
keterangan dokter mempunyai cacat. yang menjadi  sebab dia tidak dapat
mempunyai penghasilan sendiri;
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d. anak   kandung   perempuan,   anak   tiri   perempuan,   dan   anak   angkat
perempuan yang  sah  menurut hukum yang berumur lebih  dari  25  (dua
puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan
sendiri.

(4)    Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi PNS paling
rendah golongan IV atau pejabat eselon 111 diperkenankan pula untuk membawa
pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang.

(5)    Pembantu rumah tangga sebagaimana dim€iksud pada ayat (4) diberikan biaya
sesuai tingkat penggolongan untuk PNS Golongan I.

BAD VII

BIAYA PBRJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 18

( I)    Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas  komponen sebagai berikut:
a.      biaya transport pegawai;
b.     biaya transport keluarga;
c.      biaya pengepakan dan angkutan baraiig; dan/atau
d.     uangharian.

(2)    Biaya perjalanan Dinas pindah sebagaimanaL dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
secara !ttmpstJm untuk Perjalanan Dinas [ialam Daerah maupun Luar Daerah,
dan  merupakan  batas  tertinggi  sebagaim€ma diatur dalam  Keputusan Bupati
mengenai Standar Harga.

(3)     Komponen biaya perjalanan Dinas pindah s}ebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),
dicantumkan   pada   Rincian   BiaLya   PeljalaLnan   Dinas   sesuai   dengan   format
sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  I.a,  yang  merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19
Penggolongan tingkat Biaya Peljalanan Dinas Pindah sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1), mengacu pada ketentuan Pasal  10 ayat (1).

Pasal 20
(1)    Biaya-biaya  yang   diberikan   untuk   Perjalanan   Dinas   Pindah   sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f sebagai
berikut:
a.      biaya transport pegawai;
b.     biaya transport keluarga yang sah;
c.      uang harian; dan/atau
d.     biaya pengepakan dan angkutan barang.

(2)    Biaya-biaya   yang   diberikan   untuk   Perialanan   Dinas   Pindah   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf e sebagai berikut:
a.     biaya transport keluarga;
b.     uang harian; dan/atau
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c.     biaya pengepakan dan angkutan barang.

(3)    Uang harian Perjalanan Dinas Pindah  sebai.;aimana dimaksud dalam Pasal.18
ayat  (1)  huruf d  diberikan  untuk  pegawai  bersangkutan  dan  masing-masing
anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:
a.     Selama 3  (tiga)  hari  setelah  tiba di  tempat tujuan  pindah/menetap yang

b.

C.

d.

baru;
Paling lama  2  (dua)  hari  untuk  tiap  kali menunggu  sambungan  (transit)
dalam hal peljalanan tidak dapat dilakukan langsung;
Sebanyakjumlahharitertahandalamhalpegawaiyangbersangkutanjatuh
sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah, siitu dan lain hal menurut keputusan
PA/KPA; atan
Sebanyak   jumlah    hari    tertahan    daLlam    hal    pegawai   yang    sedang
menjalankan Peljalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari pejabat yang
menerbitkan  surat tugas untuk melafukan tugas lain guna kepentingan
daerah.

Pasal 21

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal  17 ayat (2) huruf a atas permintaan sendiri, tidak diberikan
biaya Perjalanan Dinas.

Papal 22

( 1)    Perhitungan  biaya  pengepakan  dan  angkutan  barang  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) didasarkan pada:
a.      Satuan biaya yang berlaku  sebagaim€ina diatur dalam  KeputusaLn Bupati

mengenai Standar Harga;
b.     volume barang; dan
c.     jarak antara tempat kedudukan denga.n tempat tujuan.

(2)    Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan sebagaimana dimaksud
ayat (1) ditetapkan menurut daftar jarak rc`smi atau menurut keterangan resmi
dari instansi yang berwenang.

(1)

(2)

Pa8al 23
Dalam biaya pengepakan dan angkutan b€irang termasuk untuk bongkar muat
dan penggudangan.
Biaya  pengepakan  dan  angkutan  barang  dengan  menggunakan  kendaraan
angkutan  darat diberikan  sebesar  50%  (lima puluh  persen)  dari  satuan  biaya
sesuai Keputusan Bupati mengenai Stand€ ir Harga.

(3)    Biaya pengepakan dan angkutan barang s;ebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan dalam hal Perjalanan Dinas Pinc,ah dilakukan dalam jarak:
a.      Kurang dari  100 (seratus) kilometer dl pulau Jawa/Madura; atau
b.     kurang dari 50 (limapuluh) kilometer diluar pulau Jawa/Madura.

(4)    Satuan  Volume  Pengepakan  dan  Angkutan  Barang  yang  digunakan  sebagai
dasar perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pa8al 24

Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA-SKPD yang menerbitkan surat
keputusan pindah/ mutasi.

BJpe VIII

PELAKSANJEN DAN PROSEDUR PEMBAYAIIAN BIAYA PERJAIANAN DINAS

in

(2)

(3)

Pasal 25
Pembayaran biaya Perialanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang
tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
Pembayaran biaya Peljalanan Dinas kepada. Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima)
hari kelja sebelum Perjalanan Dinas dilaks,a.nakan.
Pada akhir tahun anggaran,  ketentuan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (2)
dapat  melebihi   5   (lima)   hari  kerja  menyesuaikan  dengan   ketentuan  yang
mengatur mengenai langkah-1angkah menghadapi akhir tahun anggaran.

(4)    Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2) diatur sebagal berikut:
a.     Untuk huruf d berlaku untukjangka waktu  I (satu) tahun terhitung sejak

tanggal pemberhentian atau meningg€Ll dunia;
b.     Untuk huruf b, huruf c, dan huruf e berlaku paling lambat 1  (satu) tahun

terhitung sejak tanggal dibayarkan pensiun pertama.
Pasal 26

(1)    Pembayaran biaya Perialanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP, GU, TU,
dan/ atau mekanisme Pembayaran Langsu ng (LS).

(2)    Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui:
a.      perikatan dengan penyediajasa;
b.     Bendahara pengeluaran/Bendahara l'engeluaran pembantu; atau
c.      Pelaksana SPD.

(3)    Perjalanan  Dinas Jabatan yang dilakukan melalui  perikatan dengan penyedia
jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
a.     Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang

melekat pada jabatan; dan
b.     Perjalanan  Dinas  Jabatan  dalam  r€Lngka  mengikuti  rapat,  seminar  dan

sejenisnya.

Pasal 27

(1)    Pembayaran   biaya   Perjalanan   Dinas   d(3ngan   mekanisme   UP,   GU,   dan  TU
dilakukan   dengan   memberikan   uang   muka   kepada   Pelaksana   SPD   oleh
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

(2)    Pemberian  uang  muka  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  berdasarkan
persetujuan pemberian uang muka dari PA/ KPA dengan melampirkan dokumen
sebagai berikut:

a.     Surat Tugas atau surat keputusan pindah;
b.      fotokopispD;
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c.      kuitansi tanda terima uang muka; dan
d.     rincian perkiraan biaya perjalanan Dim,is.

Pasal 28

(1)    Penyedia   jasa   untuk   pelaksanaan   Perjalcinan   Dina§   dapat   berupa   eL/ent
organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan
jasa perhotelan/ penginapan.

(2)    Penetapan penyediajasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai
ketentuan yang mengatur pengadaan baran g/jasa pemerintah.

(3)    Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan
meliputi biaya transport termasuk pembeliim/pengadaan tiket dan/atau biaya
penginapan.

Pasal 29

(1)    Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1  (satu) paket
kegiatan atau untuk kebutuhan periode terl:entu.

(2)    Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjia.1 tidak diperkenankan melebihi tarif
tiket  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  jasa  transportasi  atau  tarif
penginapan/ hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/ hotel.

Pasal 30

(I)    Pembayaran  biaya  Perjalanan  Dinas  kep€ida  penyedia  jasa  didasarkan  atas
prestasi     kerja     yang     telah     diselesaikan     sebagaimana     diatur     dalam
kontrak/peljanjian.

(2)    Atas  dasar  prestasi  kerja yang  telah  disel¢3saikan,  penyedia jasa  mengajukan
tagihan kepada PA/ KPA.

Pasal 31

(1)    Pembayaran biaya Peljalanan Dinas Jabatim dengan mekanisme LS dilakukan
melalui  transfer  dari  Rekening  Kas  Umum  Daerah  ke  rekening  Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran  Pembantu,  pihak ketiga atau Pelaksana
SPD.

(2)    Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana
SPD     melebihi     biaya     Perjalanan     Di]1as     Jabatan     yang     seharusnya
dipertanggungjawabkan,  kelebihan  biaya  Perjalanan  Dinas  Jabatan  tersebut
harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah melalui PA/KPA.

(3)

(4)

Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana
SPD kurang dari yang seharusnya, dapat d imintakan kekurangannya.
Pembayaran   kekurangan   biaya   Perjalanan   Dinas   Jabatan   sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui mekanisme UP, GU, TU, atau
LS.

Pasal 32
Tata   cara   pengajuan   tagihan   kepada   PA/l{PA,   pengujian   surat   permintaan
pembayaran oleh PPK-SKPD, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh PA/ KPA,
serta  penerbitan  Surat  Perintah  Pencairan  D{ana  (SP2D)  oleh  Bendahara  Umum
Daerah  (BUD)  berpedoman  pada  Peraturan  Kepala  Daerah  mengenai  Sistem  dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
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(1)

Pasal 33
Dalam  hal  terjadi  pembatalan  pelaksanaan  Perjalanan  Dinas  Jabatan,  biaya
pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SK PD berkenaan.
Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipLiti:

a.     Surat pernyataan pembatalan Tugas perialanan Dinas Jabatan oleh pejabdl
yang  berwenang  menerbitkan  Surat  Tugas,  yang  dibuat  sesuai  format
sebagaimana tercantum dalam Lampir€i.n I.C, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b.     Surat   Pemyataan   Pembebanan   Biaya   Pembatalan   Perjalanan   Dinas
Jabatan   yang   dibuat   sesuai   format   sebagaimana   tercantum   dalam
Lampiran I.D,  yang merupakan  bagian  tidak terpisahkan dari  Peraturan
Bupati ini;

c.      Pemyataan/Tanda Bukti Besaran pens:embalian Biaya Transport dan/atau
biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/ atau penginapan
yang disahkan oleh PA/KPA.

(3)    Biaya   pembatalan   yang   dapat   dibebankan   pada   DPA-SKPD   sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut:
a.     Biaya    pembatalan    tiket    transportasi    atau    biaya    penginapan    atau

pengeluaran riil lainnya; atau
b.     sebagian atau seluruh biaya tiket tran'sportasi atau biaya penginapan yang

tidak dapat dikembalikan/ rertynd.

DAB IX
PBRTANGGUNG`JAWABAN BIAYA PER.ALANAN DINAS

Pa8al 34
(1)    Pelaksana   SPD   mempertanggungjawabk;in   pelaksanaan   Perjalanan   Dinas

kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat
5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas; dilaksanakan.

(2) Pertanggungjawaban  biaya  Perjalanan  Dilias Jabatan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) dengan melampirkan dokumim berupa:
a.      Surat Tugas yang sah dari pej.abat yang berwenang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (2);
b.

d.

SPD   yang   telah   ditandatangani   oleh   PA/KPA   dan   pejabat   ditempat
pclakaaman  Perjalamli  Dina8  atQu  pihQk  terkait yang  menjedi Tempcit
Tujuan Perjalanan Dinas;
Pihak   terkait   ditempat   pelaksana€m   Perjalanan    Dinas    sebagaimana
dimaksud   pada   huruf   b   meliputi   Ketua   RT,   Ketua   RW,   pengelola
Hotel/Penginapan/Tempat  yang  dittiju,  dan  pihak  terkait  lainnya  yang
menjadi tujuan Peljalanan dinas.
Tiket pesawat,  board frog pcrss,  ai.xporf faLr, retribusi, dan bukti pembayaran
moda transportasi lainnya;
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e. Daftar  Pengeluaran  Riil  sesuai  dengan  format  sebagaimana  tercantum
dalam   Lampiran  VI,   yang  merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   dari
Peraturan Bupati ini;
Bukti  pembayaran yang  sah  untuk  sewa kendaraan  dalam  kota  berupa
kuitansi  atau  bukti  pembayaran  lainnya  yang  dikeluarkan  oleh  badan
u§aha yang bergerak di bidang jasa per.yewaan kendaraan; dan

9.      Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
(3)    Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana

dimaksud   pada  ayat   (2)   huruf  c,   huruf  e,   dan   huruf  f  tidak  diperoleh,
pertanggungjawaban     biaya     Perjalanan     Dinas     Jabatan     dapat     hanya
menggunakan  Daftar  Pengeluaran  Riil  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
huruf d.

(4)    Pertanggungjawaban  biaya  Perjalanan  Dinas  Pindah  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (I), dengan melampirkan dokum€`n berupa:
a.      Fotokopi surat keputusan pindah;
b.     SPD yang telah ditandatangani pihak ).ang berwenang;
c.     kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
d.     kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transport; dan
e.      kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 35

(1)    PA/KPA  melakukan  Perhitungan  Rampung  seluruh  bukti  pengeluaran  biaya
Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

(2)    PA/KPA berwenang untuk menilai kesesu€Lian dan kewajaran atas biaya-biaya
yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34.

(3)     PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran !i}ebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan  menyampaikan  kepada  Bendahara  Pengeluaran/ Bendahara  Pengeluaran
Pembantu  sebagai  pertanggungjawaban  UP,  GU,  TU,  atau  bukti  pengesahan
Surat Permintaan Membayar/ Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM / SP2D) LS
Perjalanan Dinas.

Pa8al 36
Pihak-pihak   yang   melakukan    pemalsuan    dokumen,    menaikkan    dari    harga
sebenarnya  (mcirfe  Lip),  dan/atau  Perjalanan  I)inas  rangkap  (dua  kali  atau  lebih)
dalam  pertanggungjawaban   Peljalanan   Dina:i5  yang  berakibat   kerugian  daerah,
bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BABX
PENGENDALIAN II'lTERNAL

Pasal 37,

(1)    PA/KPA    menyelenggarakan    pengendali€m    internal    terhadap    pelaksanaan
Perjalanan Dinas.
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(2)    Pengendalian  internal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dilaksanalcan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN -LAIN

Pa8al 38

(1)    Pejabat  penerbit  Surat Tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (2)
dapat  memerintahkan  pihak  lain  di  luar  I*mpinan  dan  Anggota  DPRD,  PNS
dan/ atau P'IT untuk melakukan Perjalanan Dinas.

(2)    Pihak lain  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1),  yang melakukan  Perjalanan
Dinas  untuk  kepentingan  daerah,  digolo]igkan  dalam  tingkat  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal  10 ayat (1).

(3)    Penggolongan   terhadap   pihak   lain   seba€;aimana   dimaksud   pada   ayat   (2),
ditentukan        oleh        PA / KPA        dengan        mempertimbangkan        tingkat
pendidikan/ kepatutan/ tugas yang bersangl{utan.

(4)     Pegawai  Negeri  Sipil Golongan I  dapat mel€ikukan  Perjalanan  Dinas  dalam hal
mendesak/khusus,   dalam   hal   tenaga   \.eknis   tidak   diperoleh   di   tempat
bersangkutan.

Pasal 39
Bupati   menetapkan   standar   satuan   biaya  untuk   komponen   peljalanan   dinas
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (1)   dan   Pasal   18   ayat  (1)   dengan
Keputusan Bupati, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI[
KBTENTUAN PER.!LL[IIAN

Pasal 40
Pada saat Peraturan Bupati ini mulal berlaku,  ketentuan mengenai Standar Harga
Perjalanan  Dinas  Dalam  Daerah Tahun Angga'-an  berjalan,  tetap  mengacu kepada
Keputusan Bupati tentang Standar Harga yang telah ditetapkan.
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BAB HII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahk`'m pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada,tgru-¥±`„
PuPA

.'1

a ,,,, ®,  eo,
WANG,

CHADENA
Diundangkan di Karawang

pada tanggal  3 .-.- ha .0.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019

NOMOR     a,,    .
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LAMPIRI\N I
PERATURAN BUPATI RARAWANG
NOMOR   67 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN   PERJALANAN    DINAS   DALAM
NEGERI    DI    LINGKUNGAN   PEMBRINTAH
KABUPATEN RARAWANG

A.     Format surat perjalanan Dines (SPD)

N]un sum  ........... „ ................... „.„ ................

SURAT PERJALANAN I)INAS  ISPD`

1 Pengguna       Anggaran/ Kuasa       Penggun
Anggaran

2 Nana     Bupati/Wakil     Bupati/Pimpinan
Anggota   DPRD/Nana   PNS   dan   NIP/
_yang melaksanakan perialanan dinas

3 a.     Pangkat  dan  Golongan a.
b.     Jabatan/Instansi b.C.c.     Tingkat Biaya peljalanan Dinas

4 Maksud Perialanan Dinas

5 Alat angkutan vang dioergunakan
6 a.     Tempat  berangkat a.

b.     Tempattujuan b.

7 a.     hamanya peljalanan  Dinas a.
b.     Tanggal berangkat b.C.c.     Tanggal  harus  kembali/tiba  ditempa

baru*)

8 Pengikut :         Nana T

I.

2.

3.
4.

5.

9 Pembebanan  Anggaran
b.a.      SKPD

b.     Akun

10 Keterangan lain-lain

Coret yang tidak perlu

anggal Lahir Keterangan

Dikeluarkan di

Tan88al
Peng guna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



I.       Berangkatdari(TenpatKedudukanKePad&LTanggalKepala

NIP

11. Tiba di
Ber€mgkat dariKePadaTanggalKepala

Pada Tanggal
Kepala

(............)NIP
(, . " . .NII,Berangkat dariKePadaTanggalKel.,ala

Ill Tiba di
Pada Tanggal
Kepala

(..-........)NIP
(.........NIT,Bei.angkat dari

IV Tiba di
Pada Tanggal Ke
Kepala Pal:la TanggalKepala

(................)NIP

NI])

V Tiba di Berangkat dan
Pada Tanggal Ke

Kepala Pa da Tanggal

(.......,.."..............,....................)NIP

Kepala

NIP

VI. Tiba di Te]ch diperiksa der

(Tempat Kedudukan)
ba.iwa   perjalananpe!intchpejabat]dansemata-n

PadaTanggal

Pengguna Anggaran / Kuasa
ke?entingan jabat€ya.|gsesingkat-sir]Pen88una/

Pengguna Anggaran

(.....,....,....,,...,)

NIP Pe ngguna Anggara]

VIl. Catatan Lain -Lain

VIIl. PBRHATIAN:

Pengguna    Anggaran/Kuasa    Pengguna Anggaran   yang    menc
Daerah/Wakil Kepala Daerah. Pimpinan dan Anggi)ta DPRD, PNS d(
pelj alanan dinas , para pej abat yang mengesahkan tanggal berang|cE
pengeluaran   bertanggungjawab   berdasarkan   p eraturan-peratul
apabila daerah menderita rugi  akibat  ke§alahan, kelalaian, dan k

keterangan
tersebut   atas

berwenang
untuk

dalan waktu
ngkatnya.

Anggaran/Kuasa

SPD,    Kepalaerbitkan
PIT yang melakukan
tiba, aerta bcndahara

Keuangan   Dacrah
ealpaannya.



8.    Format Rincian Blaya perjalanan Dinas

RINclAN BIAyA pBRUALAn`AN DINAs

Lanpiran SPD Nomor
Tanggal

No- PERINCIANBIAYA JUMLAH KETERANGAN

1.2.3.4.5.6.

Terbilang .                        -,.`ERE
¥.  -,iI:.,I ,,.  1.-

Telah dibayar sejumlah

Bendahara Pengeluaran /

13endahara Pengeluaran Pembantu,

............., tanggal,  bulan, tahun

Telah menerima jumlah uang sejumlah

Yang Menerima

PERHITUNGAN  SPD  RAMPUNG

Ditetapkan sej umlah

Yang telah dibayar semula

Sisa kurang/lebih

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



C.    Format surat pernyataan pembatalan T`lgl8 Pedalanan Dines.abatan

SURAT pERNyATAAN PEMBATALAN TUGAs praRjAiANAN DINAs jABATAN
NOMOR......

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nana
NIP

Jabatan
Unit Kerja
SKPD

........."...(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Peijala]ian Dinas Jabatan atas nana:
Nama
NIP

Jabatan
Unit Kerja
SKPD

(6)

(7)

(8)

(9)

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan a{1anya keperluan dinas lainnya yang sangat
mendesak / penting                   dan                   tidak                   dapat                   ditunda                   yaitu

(11)--...

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan rierjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh
pejabat/ PNS/PIT lain.
Demikian  surat  pemyataan  ini  dibuat  dengan  sebenamya  dan  apabila  dikemudian  hari  temyata
surat  pemyataan  ini  tidak  benar,  saya  bertanggung j€iwab  penuh  dan  bersedia  diproses  sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ya]ig Membuat Pernyataan



PRTUNJUK PENGISIAN F`ORMAT

SURAT PERNYATAAN  PEMBATALAN TUGAS P13RJALANAN DINAS JABATAN

(1)    Diisi nana pejabat penerbit Surat Tugas

(2)    Diisi NIP pejabat penerbit Surat Tugas

(3)   Diisijabatan penerbit surat Tugas

(4)    Diisi name Unit Kerja penerbit Surat Tugas
(5)   Diisi nana SKPD penerbit Surat Tugas

(6)    Diisi nana pelaksana SPD

(7)    Diisi NIP pelaksana SPD

(8)    Diisijabatan pelaksana SPD

(9)    Diisi nana Unit Kerja Pelaksana SPD

(10)  Diisi naina SKPD Pelcksana SPD

( 11) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan peljalanan dinas

( 12) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandataLnga]ii surat pemyataan

( 13) Diisi tanda tangan dan mama jelas pejabat penerbit Siirat Tugas



D.    Format Surat Pernyataan Pembebanan Biaiya Pembatalan Perjalanan Dinas
Jabatan

SURAT PBRNYATAAN  PEM BEBANAN

BIAYA PEMBATALAN PERJAIANAI.J DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan di bawch ini:
Nama
NIP

Jabatan
Unit Kelja
SKPD

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas
Nomor: ......... tanggal .......... dan  SPD  Nomor ......... tanggal ........... atas naima:

Nana
NIP

Jabatan
Unit Kelja
SKPD

Dibatalkan   sesuai  dengan  surat  Pemyataan  Pembatalan  Tugas  Peljalanan  Dinas  Jabatan
Nomor............tanggal......

Berkenaan  dengan   pembatalan   tersebut,   biaya  trans])ort   berupa .......... (11) .....   dan   biaya
penginapan    yang     telah     terlanjur    dibayarkan     at!is     beban     DPA-SKPD     tidak     dapat
dikembalikan/re/und   (sebagian/seluruhnya)    sebesar    Rp ............ (12) .......,    sehingga
dibebankan        pada        DPA-SKPD        Nomor: .....                      tanggal        .............. „        Unit        Kerja

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari temyata
surat  pernyataan  ini  tidak  benar dan menimbulkan  kerugian  negaLra,saya  bertanggung jawab
penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah terse'.ut ke Kas daerah.

Yang Membuat Pernyataan



PETUNJUK PENGISIAN ]i`ORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN

BIAYA PEMEIATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

(I)    Diisi mama PA/KPASKPD/Unit Kelja SKPD yang dibebani biaya peljalanan dinasnya

(2)    Diisi NIP PA/KPASKPD/ Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya peljalanan dinaLsnya

(3)    Diisi jabatan PA/ KPA SKPD/Unit Keba SKPD yang dit)ebani biaya perjalanan dinasnya

(4)    Diisi nana Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perj€ilanan dinasnya

(5)    Diisi nana SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

(6)    Diisi nana pelaksana SPD

(7)    Diisi NIP pelaksana SPD

(8)    Diisijabatan pelaksana SPD

(9)    Diisi nana Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya pelj.rilanan dinasnya

( 10)  Diisi nana SKPD yang dibebani biaya peljalanan di"isnya

(11)  Diisi transport yang digunakan

(12)  Diisi     dengan    jumlah     rupiah     biaya     transport     dan     penginapan     yang    tidak     dapat
dikembalikan / rejitnd sebagian / seluruhnya

(13)  Diisi  nomor  DPA-SKPD,  tanggal,  dan  nama  Unit  K13rja  SKPD  yang  dibebani  biaya  perjalanan
dinasnya

(14)  Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani su rat pernyataan

(15)  Dii8i  tanda  tangan  dan  mama jelas  PA/KPA  pada  S:{PD/Unit  Kelja  SKPD  yaLng  dibebani  biaya
perialanan dinasnya

WANG,



LAMPIRI\N 11
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR  67  TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN   PERJALANAN   DINAS    DALAM
NEGERI    DI   LINGKUNGAN   PEMERINTAH
KABUPATEN RARAWANG

I.        KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN  MEl.EWATI BATAS KOTA

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan
Uang Biayt, BiayaT Jumlah Hari Biaya PemetiandanAnkutari

Harian Pengi" ,pan ransporPe8awal
yang dibayarkan 8Jenazch

a.     Pe]]alanan    Dines    Jabatan     dalam     rangka
V V V Sesuai penugasan

J
pelaksanaan  tugas  dan  fung9i  yang  melekat
padajabatan

b.     Pebalanan   Dinas   Jabatan   untuk   men6miti
V1) Jl) V1) SesuaL penugasanrapat, seminar dan sejenisnya.

c.     Peljalanan  Dinas  Jabatan  untuk  menempuh
V V V 2  (dua) hamujian dinas/uj lan jabatan.

d.     Perjalanan  Dinas  Jabatan  unt`ik  memperoleh
V V V SesuaD penugasanpengobatan    berdasarkan    surat    keterangan

dokter vanf berkompeten.

e.     Per]alanan  Dinas  Jabatan  untuk  memperoleh
V J J Sesual penugasan I

pcngobatan    berdaBarkan    surat    kctcrangan
dokter     karcna      mendapat      cedera      pada
walctu / karena melakukan tugas.

I.      Pez]alanan   Dinas   Jabatan   untuk   mengilaiti J J V
Maksimal 2 (dua)

pendidikan setara Diploma/ S I / S2 / S3 . hari

9.     Perialanan   Dinas   Jabatan   untuk   mengilcuti v4) J5) V Sesuai penugasan
pendidikan dan pelatihan.

h.     Pel]alanan          Dinas          Jabatan          untuk

V V V
Mcksmal 3 (tiga)

menj emput/ mcngantarkan          ke          tempat
pemakaman   jenazah    Kepala    Daerah/Waldl V
Kepala  Daerah,  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD. ham
PNS   dan   P'IT  yang  menmggal   dunia   dalam
melakukan pel] alanan dinas.

i.      Perialanan          Dinas          Jabatan          untuk

V + J Mcksrmal 3 (tiga)ham

I

menjemput/ mengantarkan          ke          tempat
pemakaman   jenazah    Kcpala    Daerah/Waldl
Kepala  Daerah,  Fhopinan  dan  Anggota  DPRD, V
PNS dan PTI` yang meninggal dunia dan Tempat
Kedudukan   yang   teralthir   ke    kota   tempat
pemakanan.

Keterangan:

1.     Vl) :    Rincian  biaya  Peljalanan  Dinas  Jabatan  un(uk  mengikuti  kegiatan  rapat,seminar,dan
sejenisnya  berdasarkan   Lanpiran  tersendiri   sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran
Peraturan Bupati ini.

2.    V3) :      Biaya transport Kepala Daerah/Wakil  Kepala Daerah,  Pimpinan  dan Anggota DPRD,  PNS  ~
dan PIT diberikan untuk transport pada saat kedatangan dan kepulangan.

3.     V4):     Uang   Harian   diberikan   berupa   uang   saku   sesuai   standar   biaya   selama   mengikuti
ke8iatan.

4.     J5):    Biaya   Penginapan   diberikan   1   (satu)   hari   pada   saat   kedatangan   dan   1   (satu)   hari
kepulangan,

5.    Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf h dan huruf i: uang harian, biaya transport Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah,  Pimpinan dan Anggota DPRD,  PNS dan P'IT/keluarga,  dan biaya
penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empa'[) orang.



11.        KOMPONBN  BIAYA  PBRJALANAN  DINAS  JABATAN  DI  DlhiAM  KOTA  LBBIH  DARI  8  (DELAPAN)
JAM

Jenis PeBalanari Dinas Jabatan
Uang Biaya Bi ayaTrarsport Jutulch Hari yang

Biaya pemetian        :danAngkutan

Hanan Penginapan Pe8awu dibayarkan Jcnazah

a.     Perjalanan    Dinas    Jabatan    dalamrangkapelaksananntugasdanfungslvanemelekatoadaiabatan.
V V V Scouou penugason

b.     Pepalanan    Dina8    Jabatan    untukmengikutirapat,seminardana
J,) V,' V,) Sesuai penugasan

I

sifuenisnvc.Per]alanan    Dinas    Jabatan    untuk

J + V 2  (dua) hari
IIII

menempuh        ujian        dmas/ujianiabatan

d.     Pel]alanan    Dinas    LJabatan    untukmemperoLehpengobatanberdasarkansuratketcrangandoktcryangberkompeten.
J J J Sesudr I)enugasan

II

e.     Pel]alanan    Dina§    Jabatan    untukmemperolehpengobatanberdasarkansuratketerarigandokterkarenamendapatcederapadawalctu/karenamelakukantugas.

V V J Sesudi penugacan

f.      Perjalamn    Dina9    Jabatan    untukmengikutipendidikansetaraDiploma/Sl/S2/S3.
V V V Mcksimal 2  (dua) hari

1

9.      Per]alanan    Dinas    Jabatan    untukmengivaltlpendidikandanpelatihan. 4) Vs' V Sesuai pcnugasan

h.     Pel3alanan    Dinas   Jabatan    untukmenjcmput/mengantarkanke

+ V V Maksimal 3 (t.ga) hari

iJli

tempat  pemakarnan  jenazah  KepalaDaerch/WaldlKepalaDaerah,PimpinandanAnggotaDPRD,PNSdanP'ITyangmeninggalduniadalammelakukanper)alanandinas.

i.      Per]alanan    Dinas   Jabatan    untukmenjemput/mengantarkanketempatpemakamanjenazahyangmeninggaldun)adariTempatKedudukanyangterakhirkckotatempatpemakanan.

J J V Mcksimal 3 (tiga) hari

IV

Keterangan:

1.             Vl) :    Rincian biaya perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan
sej enisnya berdasarkan Lampiran tersendiri seba gaimana tercantum dalam Peraturan Bupati
ini.

V3) :    Biaya   transport   pegawai   diberikan   untuk   transport  pada   saat   kcdatangan   dan
kepulangan.

V4) :     Uang  HaLrian  diberikan  berupa  uang  sak.u  sesual  standar  biaya  selama  mengikuti
kegiatan.
+5) :    Biaya  Penginapan  diberikan  1  (satu)  hari  pada  saat  kedatangan  dan   1  (satu)  hari
kepulangan.

5.    Biaya Transport  Kepala Daerah/Wakil  Kepala  Daer€ih,  Eselon  I  dan  Pimpinan  DPRD  diberikan
sesual  biaya  riil.   Dalam  hal  tidak  diperoleh  bukti   pengeluaran  riil,  diberikan  berupa  biaya   I
transport kegiatan dalam kota yang dibayarkan seca].a !urxpsum sesuai standar biaya.

6.   Biaya  Transport  Pegawai  diberikan  sepanjang  tidak  menggunakan  kendaraan  dinas,  disertai
dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.

7.   Jenis  Peljalanan  Dinas  Jabatan  pada  huruf i  dan j:  uang  harian,  biaya  transport  dan  biaya
penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat| orang.

8.   Lama pelaksanaan Peljalanan Dinas Jabatan pada huruf f dan huruf g adalah sesuai waktu yang
ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.



Ill. KOMPONEN   BIAYA   PBRJALANAN   DINAS   JABATAN   DI   DALAM   KOTA   SAMPAI   DENGAN   8
(DELAPAN) JAM

Jenis Derialanan Dinas Jet)atan
Biaya Trai LsporKegiatanI:adamKota Jurm yang Bieya Pemetian dan

Dibayarkan Amgkutaulcnazch

a.     Pel]alanan Dines Jabatan Biasa. V Sesuai Penugasan

b.     Perialamn Dines Jabatan untuk mengLl"tl rapat,
V1' +1)

scmmar dan sejenisnya.

c.     Pel]alanan   Dinas   Jabatan   untuk   mencmpuh +
Keberangkatan dan

ujiandinas/ujianjabatan. Kepulangan

a.     PeI]alanan  Dinas  Jabatan  untuk  memperoleh
J Sesuai F'enugasenpengobatan    bcrdasarkan    surat    keterangan

dokter yang berkompeten.

e.     Per]alanan   Dines  Jatiatan   untuk  memperoleh
V Sesudi Penugasanpengobatan I)erdasarkan aurat keterangan dokter

karena  mendapat   ccdera   pada  waktu/karena
melakukan tugas.

f.      Perjalanan    Dines    Jabatan    untuk    mengikuti +
Keberangl(atan don

pendidikansetaraDiploma/S1/S2/S3. Kepulangan

9.     Pel]alamn    Dines   Jabatan   untuk    mengikuti V Sc3ua} Penugasan
pendidikan dan pelatihan.

h.     Pel]alanan          Dinas          Jabatan          untuk
V

Dibayarkan
Vznenjemput/ mengaritarkan           kc           tcmpat

pemalcamari      jemzah      dalam      me)akukan I  (antu) kali
pcri alanan dinas.

i.      Peljalanan          Dinas          Jabatan          untuk

J Dibayarkan1(satu)kaJi
menjemput/mengantarkan          ke          tempat
pemakaman    jemzah    Kepala    Daerah/Waldl
Kepala  Daerah,  Pinpinan  dan  Anggota  DPRD,
PNS dan F'IT yang meninggal dunia dari Tcmpat
Kedudukan    yang    tcralchir    ke    kota    tempat
pemakanan.

Keterangan:
1.     V1)    :         Rincian biaya peijalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan

sejenisnya berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati.
2.     Biaya Transport Kegiatan Dalam Kota dibayarkan see ara Lttmpsttm sesuai standar Biaya dan tidak

diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan ra.pat dalam komplek perkantoran yang sama.
3.     Perjalanan  Dinas  Jabatan  Dalam  Kota  dapat  diberikan  biaya  sepanjang  tidak  menggunakan

kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan 1,idak bersifat rutin,
4.     Jenis  Perjalanan  Dinas  Jabatan  padaL  huruf  h  daii  huruf i  diberikan  biaya  transport  Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah,  Pimpinan dan Anggo[a DPRD,  PNS dan  Pin/keluarga,  dan biaya
penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) oraLng.

5.     Lama pelaksanaan perjalanan Dinas Jabatan padaL I.uruf f dan huruf g adalah sesuai waktu yang
ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

CELADIANA
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LAMPIFL\N Ill
PERATU RAN BUPATI KARAWANG

¥gNMT&EG.7TAHUN2oig
PEDOMAN    PERJALANAN    DINAS    DALAM
NEGER]    DI    LINGKUNGAN    PEMERINTAH
KABUPATEN KARAWANG

FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSA NA SPD DAN KELUARGA

NO PELAKSANA SPD

TINGKATBIAYAPBRJALANAN MO DA TRANSPORTASI

PESAWAT RAPAL KERETA
LAINNYADINAS UDARA LAUT Apt/BUS

1 2 3 4 5 6 7'

1.2.3. Bupati/ Wakil             Bupati, A8C Eisni VIP/ Spesial/ Sesuai
Pimpinan DPRDPejabatEselon 11,  Anggota SEkDnomiEkonomi KelasIAKelaslBKelasIIA EksekutifEksekutifEksekutif kenyataanSesuai

DPRD serta pejabat lalnnyayangsetaraPejabatEselonIllatauPNSGolonganIV,PejabatEselonIVatauPNSGolonganIll,PNSGolongan11danIsertapejabatlainnyayangsetara kenyataanSesuaikenyataan

BUPA RAWANG,

CtlADIANA
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR  67    TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN    PERJALANAN    DINAS    DALAM
NEGERI    DI   LINGKUNGAN   PEMERINTAH
KABUPATEN KARAWANG

RINCIAN BIAYA PERJALANAN I)INAS JABATAN
UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT,  SF;MINAR,  DAN SEJENISNYA

I.    YANG   DILAKSANARAN    DI   DALAM   RANTOR   (RUAllG   RAPAT/Aul,A/SERBA   GUNA   DAN
SEJENISNYA)

12

Keterangan:

1.        Vl)

4.      V4)

Biaya  transport  kepulangan   Pelaksana  SPD  dalam  rangka  mengikuti  rapat,
seminar,  dan  sejenisnya  dapat dibayarkan  sebesar biaya  transport  kedatangan
tanpa menyertakan bukti pengeluaran tr ansport kepulangan.

Uang Saku Rapat diberikan untuk rapat diluar jam ketia sesual ketentuan yang
diatur dalam standar biaya.

Uang  Transpor  Pegawai  diberikan  sesiial  BiaLyaRiil.   Dalamhal  tidak  diperoleh
bukti  pengeluaran  riil,  diberikan  berupa  biaya  transpor  kegiatan  dalamkota
yang  dibayarkan secara lumpsum sesua i standar biaya.
Biaya   Penginapan   diberikanapabila   te].dapat   kesulitan   transportasi   sehingga
memerlukan waktu untukmenginap.

5.   Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai
dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin sertii tidak diberikan kepada Pelaksana SPD
yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang gama.



11.    YANG DILAKSANARAN  DI LUAR KANTOR PENYBLENG(3ARA (HOTEL/TEMPAT LAIN)

Keterangan:

1.    Jl)  :   Uang Harian diberikan  1  (satu) hari saat keda[angan dan  I  (satu) hari pada  saat
kepulangan.

2.    V2)    :   Biaya   transport   kepulangan   Pelaksana   ,'5PD   dalam   rangka   mengikuti   rapat,
seminar,      dan      sejenisnya      dapat     djbayarkan      sebesar      biaya      transpor
kedatangan tanpa menyertakan bukti pen{-;eluaran transport kepulangan.

3.    J3)   :Uang    Saku    Fullboard/Fullday/Halfday    di?erikan    sesuai    dengan    paket   rapat,
seminar, dan sejenisnya yang diatur dalam standar biaya.

4.    V4)   :   Biaya   Penginapan   diberikan   apabila   m€imerlukan   waktu   untuk   menginap    1
(satu)    hari    pada    saat    kedatangan    {lan/atau     1    (satu)    hari    pada    saat
kepulangan.

5.   Uang  Salni  Paket  Ftt!!board/fu!idag/Hal/Zzag  m3ngikuti  ketentuan  yang  diatur  dalam
standar biaya.

6.   Uang  Transport   Pegawal   diberikan   sepanjang   tidak   menggunakan   kendaraan  dinas,
disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.

CELL16A NU

WANG,

CHADIANA
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LAMPIRIIN V
PERATURAN BUPATI RARAWANG

¥gNMT&Et7TAHUN2oig
PEDOMAN   PERJALANAN    DINAS   DALAM
NEGERI    DI    LINGKUNGAN    PEMERINTAH
KABUPATEN RARAWANG

SATUAN VOLUME PENGEPARAN DAN  ANGKUTAN BARANG

uFrmN/TujuAN
a OLONGAN PELAKSANA SPD

GOLONGAN GOLONGAN GOLONGAN GOLONCIAN
IV Ill 11 I

Jumlah barang yang digunakan sebagai
dasar perhitunEan

1.     Pet:awai Yang berkeluarga dengan an 25m3 20m3 15m3 10m3

2.     Pegawai Yang berkeluarf!a tanpa anak 15m® 12m3 9m3 6m®

3.     Pegawal Yang tidak berkeluarF!a 5m3 4m3 3m3 2m®

RAWANG,

'\ 6ELLICA N
CHADIANA
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KARAWANG

¥gNMT&EG.tTAHUN2oig
PEDOMAN    PERJALANAN    DINAS    DALAM
NEGERI    DI    LINGKUNGAN    PEMERINTAH
KABUPATEN KARAWANG

DAFTAR PENGELUAFIAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nana
NIP

Jabatan
berdasarkan  Surat  Perjalanan  Dinas  (SPD)  Nomor  ........  tanggal  .........,  dengan  ini  kami
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1.   Biaya transport pejabat/pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat

diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No Uraian Jumlah

Jumlah

2.   Jumlah uang tersebut pada angka  1  di atas benar,.benar dikeluarkan untuk pelaksanaan
Perjalanan   Dinas   dimaksud   dan   apabila   dikemudian   hari   terdapat   kelebihan   atas
pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kel€ bihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian  pernyataan  ini  kami  buat  dengan  sebenamya,  untuk  dipergunakan  sebagaimana
mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:

Pengguna Anggaran /

Kuasa Pengguna Anggaran,

....„tanggal,bulan,tahun

Pelaksana SPD,

BUPATr RAWANG,

CHADIANA
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